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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang penulis lakukan maka 

dapat diambil simpulan sebagai berikut :  

1. Peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam 

pelaksanaan dan pengawasan izin pengolahan tambang batuan di 

Kabupaten Pasaman Barat yaitu melaksanakan kajian teknis terhadap 

persyaratan yang telah diberikan kepada pemohon Izin Usaha 

Pertambangan (IUP), peryaratan yang harus dipenuhi pemohon  untuk 

mendapatkan Izin pengelolaan bahan tambang batuan di Kabupaten 

Pasaman Barat yaitu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), IUP 

Eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi, setelah persyaratan ini terpenuhi 

dan disetujui oleh Dinas ESDM, penerbitan izin dilakukan oleh Badan 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera 

Barat. Pengawasan pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan 

dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan 

administratif, pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh Inspektur 

pertambangan yang ditunjuk oleh Gubernur dan Menteri ESDM adapun 

bentuk pengawasan tersebut adalah malakukan survei langsung 

kelapangan untuk melihat bagaimanakah pertambangan yang dilakukan 

oleh pengusaha tambang, yang kedua adalah pengawasan administratif 

pengawasan yang dilakukan oleh pejabat dari Dinas ESDM yang akan 

UNIVERSITAS BUNG HATTAUNIVERSITAS BUNG HATTA



51 
 

 

meninjau kelangkapan syarat administrasi yang dilakukan oleh pemohon 

IUP dan memeriksa laporan berkala yang diberikan oleh pemegang IUP. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral 

dalam pelaksanaan dan pengawasan izin bahan tambang batuan yaitu 

anggaran yang kurang memadai dalam hal pelasanaan dan melakukan 

pengawasan yang efektif, karena memang dalam hal melaksanakan dan 

mengawasi pertambangan petugas beserta inspektur tambang harus sering 

meninjau langsung kelapangan agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan 

dan menimbulkan masalah, oleh karena itu biaya yang dibutuhkan tidaklah 

sedikit, kendala lainnya kurang kompetennya ahli Pelaksana Operasi 

Pertambangan ini adalah suatu kendala yang sangst vital dikarenakan 

pertambangan adalah usaha yang sangat vital terhadap lingkungan sekitar, 

jika ahli POP tidak memiliki skill yang mumpuni bisa dipastikan 

berdampak buruk pada lingkungan sekitar. 

3. Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengatasi 

pelaksanaan dan pengawasan pertambangan masalah anggaran yaitu Dinas 

ESDM mengisyaratkan kepada pemegang IUP agar menyerahkan Rencana 

Kerja dan Anggran Biaya Pertambangan (RKAB) dan Rencana Kerja 

Tahunan Teknis dan Lingkungan secara berkala kepada pemegang IUP, 

kebijakan ini dirasa kurang efektif karena seharusnya petugas langusng 

terjun kelapangan untuk mengawasi usaha pertambangan tersebut, 

disamping itu Dinas ESDM juga memberikan training POP (Pengawas 

Operasional Pertambangan) kepada Kepala Teknik Tambang (KTT) dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang kesehatan dan 

UNIVERSITAS BUNG HATTAUNIVERSITAS BUNG HATTA



52 
 

 

keselamatan kerja dibantu oleh Petugas Pengawas Operasional dan 

Pengawas Teknis Pertambangan. 

B. Saran 

1. Diharapkannya kepengurusan IUP agar mempermudah proses pengurusan 

Izin Usaha Pertambangan, karena banyak penambang batuan illegal yang 

malas mengurus izin usaha pertambangan dikarekan kerumitan pengurusan 

izinnya, hal ini jelas berdampak buruk bagi lingkungan disekitar. 

2. Pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan seharusnya 

memberikan program-program yang bersifat edukasi kepada masyarakat 

bagaimana mengelola usaha pertambangan dengan benar, karena masih 

banyak masyarakat belum mengerti sepenuhnya tentang pengelolaan 

pertambangan. Dinas ESDM seharusnya melakukan pengawasan yang 

efektif bukan hanya menerima laporan berkala dari pemohon IUP, karena 

pengawasan secara langsung dilapangan adalah hal yang wajib dilakukan 

oleh Inspektur pertambangan untuk mencegah terjadinya kecurangan 

dilapangan yang dilakukan oleh perusahaan.   

3.  Mengingat bahwa sektor pertambangan adalah yang paling rawan 

terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran, pemerintah seharusnya benar-

benar lebih memperthatikan dalam hal pengelolaan sektor pertambangan 

karena ini berkaitan dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh rakyat dan 

dampak lingkungan yang serius. Maka lebih ditingkatkannya singkronisasi 

antarah pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar lebih optimal 

dalam penyelenggaraan pengelolaan sektor pertambangan terutama dalam 

hal pengawasan. 
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